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RINGKASAN



Dini Damayanthy, Manajemen Pengadaan Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) Berdasarkan Klasifikasi Pekerjaan Jasa Dan Borongan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Kegiatan Magang ini dibimbing oleh Ibu Dr. Ir. Elisa Wildayana, M.Si dan Ibu Ilafi Istima. Kegiatan magang ini bertujun utuk mengetahui manajemen dari pengadaan jasa Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) di PT Pupuk Sriwijaja Palembang. Kegiatan manajemen pengadaan TKNO dimulai dari pengajuan permohonan per masing-masing departemen yang ada di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang baik itu kantor wilayah pusat maupun kantor wilayah daerah . Kegiatan magang dilaksanakan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang terhitung sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 17 Juni 2016. Data-data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif maupun kuantitatif. Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui pengamatan langsung selama pelaksanaan kegiatan magang. Sedangkan data sekunder didapat dari berbagai macam sumber dan literatur yang berkaitan. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Divisi SDM Dan Umun merupakan salah satu divisi yang ada di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Divisi ini kemudian dibagi lagi menjadi tiga Departemen, yaitu Departemen Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Departemen PPSDM, dan Departemen Ketenagakerjaan (Naker). Departemen Ketenagakerjaan memiliki



empat bagiannya lagi yaitu, Bagian Hubungan Industrial Ketenagakerjaan (Hubin Naker), Bagian Administrasi Personalia, Bagian Perencanaan Remunerasi & Penggajian, serta Bagian Perencanaan Kesejahteraan & Pasca Kerja. Tugas utama dari Bagian Hubungan Industrial Ketenagakerjaan antara lain adalah menyiapkan Surat Keputusan (SK) yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja; MPP, Pensiun, PHK karena pelanggaran, PHK karena sakit dan PHK lainnya termasuk perhitungan dan pembayaran hak-haknya termasuk biaya pindah ke asal melamar (termasuk pengangkutan



barang)



dan



biaya tiket keluarga,



memproses



SK



Pensiun



serta



KTP keluarga, Mengkoordinir



penyelesain keluh kesal antara karyawan dengan perusahaan, karyawan dengan karyawan, karyawan dengan keluarga, karyawan dengan pihak luar yang masih ada hubungan dengan pekerjaan. Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) dilingkungan



proyek-proyek



pengembangan



merupakan pekerja yang bekerja melalui perjanjian



kerja



waktu



tertentu (PKWT). Seluruh pengadaan (recuitment) TKNO dilakukan oleh unit kerja organisasi



proyek dibawah kendali Project Manager. Sesuai dengan



peraturan pemerintah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan TKNO dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni TKNO borongan dan TKNO Jasa. Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) yang bekerja di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berasal dari berbagai macam perusahaan penyedia jasa yang dibedabedakan berdasarkan klasifikasi pekerjaan. Tenga Kerja Non Organik (TKNO) bekerja dengan aturan dan perjanjian yang telah disepakati.
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BAB I PENDAHULUAN



1.1.



Latar Belakang



Kualitas Ketenagakerjaan (Naker) menjadi sangat berperan penting dalam mewujdkan visi dan misi perusahaan yang mampu berdaya saing tinggi baik ditingkat regional maupun global. Untuk menciptakan tenaga-tenaga profesiona l. Kondisi dunia



yang telah



dihegemoni



oleh kekuatan kapitalisme



global



mencengkram seluruh sendi-sendi kehidupan. Dua sifat utama dari kapitalis me yaitu eksploitatif dan ekspansif. Kedua wajah kapitalisme ini berjalan beriringa n sehingga pencapaian tujuan kapitalisme untuk meningkatkan akumulasi modal semakin masive. Konstruksi kelembagaan untuk mengatur tata dunia dilakukan melalui organisasi atau agen-agen internasional antara lain WTO (World Trade Organization), GATT (General Agreement on Trade and Tarif), Bank Dunia (World Bank), IMF (International Monetary Fund) dan berbagai lembaga lainnya. (Susetiawan, 2009) Globalisasi memperluas pergerakan modal dan memberi tempat yang makin penting bagi korporasi besar dunia (MNCs). Di Indonesia kita menyaksikan sebuah pergeseran yang menandai makin kuatnya ekspansi kapitalis global. Hingga mencengkram seluruh basis perekonomian nasional, dari perekonomian skala besar sampai perekonomian rakyat kecil. Ekspansi besar-besaran perusahaan multi nasional disertai juga dengan tuntutan mekanisme kerja baru yang memperkena lka n sistem hubungan kerja yang fleksibel dalam bentuk outsourcing dan kerja kontrak. (Bawsir, 1999)
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Semua mekanisme kerja dimaksudkan untuk meraih keuntungan yang lebih besar dengan mengurangi tanggung jawab pemilik modal atau pengusaha terhadap masa depan pekerjaannya. Kata kunci yang selalu mereka ungkapkan yaitu efisie ns i yang hampir identik dengan kue keuntungan yang makin besar. Indonesia pasca reformasi



setelah tumbangnya



rezim diktator,



terbukanya alam kebebasan



memberikan efek positif bagi setiap warga negara untuk berserikat dalam organisasi-organisasi tergorganisir



masyarakat.



Begitu



dalam memperjuangkan



juga



kelompok



buruh



semakin



hak-hak mereka. Walaupun



demikian



belumlah selesai masalah perburuhan dinegeri ini. (Silaban, 2009). Dalam model kerja outsourcing adanya pergeseran ruang lingkup hubunga n industrial. Awalnya yang terkenal dengan istililah tripartit atau hubungan buruh, pengusaha dan pemerintah (Susetiawan, 2000). Dalam model outsourcing menjadi empat lingkaran hubungan yaitu buruh, perantara atau broker (perusahaan outsourcing), perusahaan inti (Pemilik



modal) dan pemerintah. Outsourcing



sebagai model perburuan baru, melalui beberapa tahapan dalam perekrutan. Ketersediaan tenaga kerja yang tinggi di pasar tenaga kerja mengakibatka n turunnya harga buruh. Menurut Simamora (1997) Rekrutmen (Recruitment) adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Pada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Outsourcing (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak
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yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Awalnya, perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubunga n langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karier. Seperti operator telepon, call centre, petugas satpam dan tenaga pembersih atau cleaning service. Namun saat ini, penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan. Silaban (2009) mencatat beberapa masalah utama perburuhan pasca reformasi yaitu masalah pengangguran dan berimplikasi pada meningkatnya jumlah pekerja sektor informal, masalah pendidikan dan komposisi, sistem pengupahan, praktek outsourcing dan kontrak, masalah sistem pengawasan tenaga kerja, dan masalah jaminan sosial tenaga kerja. Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) Merupakan pekerja yang bekerja dilingkungan proyek-proyek pengembangan melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Seluruh pengadaan (recuitment) TKNO dilakukan oleh unit kerja organisasi proyek dibawah kendali Project Manager. Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri. Selain itu, Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) turut serta berperan dalam membantu kegiatan rutin karyawam PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. (Juklak PT Pusri, 2015)



1.2.



Tujuan Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan dari pembuatan laporan



ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui dan memahami skema / alur pengadaan Tenaga Kerja Non Universitas Sriwijaya
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Organik (TKNO) di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 2. Mengetahui Jumlah Pegawai dan tagihan biaya Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) per periode tertentu di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 3. Mengetahui daftar perusahaan yang biasa menyalurkan Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) dalam kegiatan pengadaan TKNO 4. Mengkaji kebijakan-kebijakan terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Tenaga Kerja Non Organik (TKNO).



1.3.



Perumusan Masalah Sebuah institusi perusahaan memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM)



yang handal dan profesional dalam mengelola bisnisnya, agar perusahaan tetap dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang ketat. Sistem kerja kontrak (Outsourcing / TKNO) sendiri dianggap dapat membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran di Indonesia, selain itu dengan adanya Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri. Maka dari itu, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 1. Bagaimanakah Manajemen Pengadaan Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) di PT Pupuk Sriwidaja Palembang. 2. Bagaimana petunjuk pelaksanaan pengadaan TKNO? 3. Perusahaan apa saja yang biasa menyalurkan TKNO bagi PT Pupuk Sriwijdaja Palembang?
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BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN



2.1.



Tempat dan Waktu Kegiatan Kegiatan Magang dilakukann di bagian Hubungan Industrial Departemen



Ketenagakerjaan Divisi SDM PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) oleh penulis dengan pertimbangan bahwa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah memiliki manajemen sumber daya manusia yang baik. Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 17 Juni 2016.



2.2.



Metode Pelaksanaan Pelaksanaan



kegiatan



magang



dilakukan



dengan



metode



pengamatan/observasi dan metode partisipasi aktif. Metode observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung cara kerja dan kegiatan setiap karyawan yang ada di Departemen Ketenagakerjaan. Metode partisipasi aktif dilaksanakan dengan mengikuti setiap kegiatan kerja di Departemen Ketenagakerjaan secara aktif dan baik.



2.3.



Metode Pengumpulan Data Data-data yang dikumpulkan merupakan data kualiatatif dan kuantitatif.



Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil melalui pengamatan dan tanya jawab terhadap karyawan selama pelaksanaan kegiatan magang. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tertulis, berupa :
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a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2013-2015. b. Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. c. Juklak tata kelola Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) Proyek PT Pusri. d. POB Penyediaan Barang dan Jasa SK/DIR/015/2015.



2.4.



Jadwal Kegiatan Magang Kegiatan magang selama 4 bulan terhitung mulai dari peninjauan tempat



magang sampai dengan pembuatan laporan magang yakni bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016. Jadwal kegiatan magang dapat dilihat pada Tabel 2.1 Tabel 2.1 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Magang Maret April Mei Juni No Jenis Kegiatan 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1



Pembuatan Surat Pengantar



X



Magang 2



Pengusulan Surat Pengantar &



X



X



Proposal Magang 3



Registrasi



X



4



Pengarahan



X



5



Pelaksanaan Magang



6



Penyusunan Laporan Magang



Keterangan : X = Mewakili 1 minggu
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BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN



Kegiatan magang di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 17 Juni 2016. Selama kegiatan magang penulis ditempatkan di Departemen Ketenagakerjaan Divisi SDM & Umum dengan unit kerja bagian Hubungan Industrial. Berbagai informasi dan pengalaman kerja telah penulis dapatkan selama kegiatan magang berlangsung. Diantaranya adalah informasi mengenai perusahan, khususnya tentang Departemen Ketenagakerjaan, yang meliputi struktur organisasi, job descripstion, Prosedur Operasional Baku (POB), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan peran Departemen Ketenagakerjaan dalam hal pengadaan Tenga Kerja Non Organik (TKNO) bagi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.



3.1.



Sejarah Umum PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang PT Pupuk Sriwidjaja Palembang didirikan pada tanggal 24 Desember 1959



di Palembang, Sumatera Selatan. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan pabrik urea pertama di Indonesia. Bermula dengan satu unit pabrik berkapasitas 100 ribu ton urea per tahun, perusahaan mengalami perkembangan pesat sepanjang tahun 1972 hingga 1994 dengan dibangunnya beberapa pabrik baru sehingga meningkatkan kapasitas terpasang menjadi 2,26 juta ton urea per tahun. Mengiringi pembangunan pabrik-pabrik baru dan bersamaan dengan munculnya sejumlah pabrik pupuk lain di Indonesia, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mulai mengubah orientasi produksi ke orientasi pasar. Dengan bantua n pinjaman Bank Dunia, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang membangun jaringan 7
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distribusi dan pemasaran, berikut sarana dan prasarana pendukungnya hingga menjangkau segenap pelosok Nusantara. Sejak tahun 1979 pemerintah menugaska n PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia hingga dibebaskannya tata niaga pupuk, serta saat ini pemerintah memutuskan dibentuknya rayonisasi wilayah pemasaran dan distribusi pupuk bersubsidi mulai tahun 2003. Di samping membangun kompetensi di bidang distribusi dan pemasaran, perusahaan juga memberikan perhatian khusus kepada pembinaan SDM dalam proses alih teknologi untuk menangani pemeliharaan dan pembangunan pabrik pupuk secara swakelola. Sebagai cikal bakal industri pupuk nasional, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan pemasok tenaga-tenaga ahli perpupukan yang handal bagi perusahaan-perusahaan pupuk Indonesia yang didirikan kemudian. Banyak tenaga ahli PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dipercaya memberika n bantuan konsultasi dalam berbagai masalah di pabrik-pabrik pupuk di dalam negeri maupun mancanegara. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang juga mengembangkan usaha-usaha bernila i tambah tinggi, yaitu jasa-jasa teknologi yang terkait dengan bisnis ini. Misalnya, teknologi proses produksi ACES 21 yang dikenal efisien dan hemat energi - hasil riset dan pengembangan



PT Pusri bekerjasama dengan Toyo Engineer ing



Corporation (TEC) dari Jepang. ACES 21 merupakan sebuah inovasi dengan visi berjangkauan jauh ke depan yang menjadikan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai produsen pupuk yang memiliki technical know-how dalam pengelolaan dan pemeliharaan pabrik pupuk secara efisien.
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Kombinasi keunggulan di bidang produksi, distribusi dan pemasaran, SDM dan teknologi menjadikan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai pemain terdepan dalam industri pupuk nasional. Berikut merupakan gambar dari pabrik produksi milik PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Pabrik Produksi Pupuk Urea dan Amoniak PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero), yang lebih dikenal sebagai PT Pusri, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran pupuk. Secara legal, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang resmi didirikan berdasarkan Akte Notaris Eliza Pondaag nomor 177 tanggal 24 Desember 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia nomor 46 tanggal 7 Juni 1960. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang memiliki Kantor Pusat dan Pusat Produksi berkedudukan di Palembang,



Sumatera Selatan, merupakan



produsen pupuk urea pertama di Indonesia. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah mengalami dua kali perubahan bentuk badan usaha. Perubahan pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1964 yang mengubah statusnya dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi
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Perusahaan



Negara (PN). Perubahan kedua terjadi berdasarkan Peraturan



Pemerintah No. 20 tahun 1969 dan dengan Akte Notaris Soeleman Ardjasasmita pada bulan Januari 1970, statusnya dikembalikan ke Perseroan Terbatas (PT). Dari aspek permodalan, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang juga mengala mi perubahan seiring perkembangan industri pupuk di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tanggal 7 Agustus 1997 ditetapkan bahwa seluruh saham Pemerintah pada industri pupuk PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk., dan PT Petrokimia Gresik sebesar Rp. 1.829.290 juta dialihkan kepemilikannya kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Struktur modal PT Pupuk Sriwidjaja Palembang diperkuat lagi dengan adanya pengalihan saham Pemerintah sebesar Rp. 6 milyar di PT Mega Eltra kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang serta tambahan modal disetor sebesar Rp. 728.768 juta dari hasil rekapitalisasi laba ditahan PT Pupuk Kaltim Tbk. Dengan demikian keseluruhan modal disetor dan ditempatkan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang per 31 Desember 2002 adalah Rp. 3.634.768 juta.



3.2.



Visi, Misi, Nilai dan Budaya perusahaan Berdasarkan



SK



Direktur



PT



Pupuk



Sriwidjaja



Palembang



No.SK/DIR/207/2012 tanggal 11 Juni 2012, Visi, Misi, Tata Nilai dan Makna Perusahaan adalah sebagai berikut: 3.2.1. Visi Perusahaan "Menjadi Perusahaan Pupuk Terkemuka Tingkat Regional."
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3.2.2. Misi Perusahaan "Memproduksi serta Memasarkan Pupuk dan Produk Agribisnis secara Efisie n, Berkualitas Prima dan Memuaskan Pelanggan." 3.2.3. Tata Nilai Perusahaan Penerapan tata nilai perusahaan secara konsisten dan disiplin melalui kesadaran masing- masing individu, adalah kekuatan yang tidak ternilai bagi suatu perusahaan dalam mewujudkan visi perusahaan. Bagi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berikut merupakan tata nilai yang selalu di pegang teguh oleh pegawai PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: 1.



Integritas, perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara pikitan, perkataan dan perbuatan.



2.



Profesional, sikap melaksanakan tugas sesuai kemampuan serata pengetahua n dengan bertanggung jawab dan kualitas tinggi.



3.



Fokus pada pelanggan, prioritas pada kepuasan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan internal dan eksternal sesuai harapan.



4.



Loyalitas, taat peraturan, patuh pada pimpinan dan menjaga kesesuaian hati antara pimpinan dengan karyawan demi melindungi nilai dan mencapai visi.



5.



Baik sangka, selalu bersikap atau menanggapi segala hal dari perspektif positif.



3.2.4. Makna Perusahaan “Pusri Untuk Kemandirian Pangan dan Kehidupan Yang Lebih Baik.”



3.3.



Profil Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dengan pemegang saham tungga l



adalah Pemerintah Republik Indonesia. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang didirikan Universitas Sriwijaya
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pada tanggal



24 Desember 1959 di Palembang,



dengan kegiatan



usaha



memproduksi pupuk urea. Pada tahun 1963 beroperasi pabrik pupuk urea pertama yaitu : ” PUSRI I ” dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton per tahun.Tahun 1974 dibangun pabrik pupuk Urea kedua yaitu “ PUSRI II “ dengan kapasitas terpasang sebesar 380.000 ton pertahun



(sejak tahun 1992 kapasitasnya



ditingkatkan / optimasi menjadi 570.000 ton / tahun). Tahun 1976 dibangun pabrik pupuk Urea ketiga, yaitu “ PUSRI III ” dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton pertahun. Tahun 1977 dibangun pabrik pupuk Urea keempat, yaitu “ PUSRI IV ” dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton pertahun.Tahun 1990 dibangun pabrik pupuk Urea, yaitu “ PUSRI I B ” dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton pertahun sebagai pengganti pabrik Pusri I yang dihentikan operasinya karena usia teknis dan sudah tidak efisien lagi. Pabrik ini mulai berproduksi pada tahun 1994, merupakan pabrik pertama yang dikerjakan sebagian besar oleh ahli-ahli bangsa Indonesia, yang dibangun dengan konsep hemat energi dan menggunakan sistem kendali komputer “Distributed Control System”. Tahun 1979, pemerintah menetapkan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyalura n seluruh jenis pupuk bersubsidi, baik yang berskala dari produksi dalam negeri maupun import untuk memenuhi kebutuhan program intensifikasi pertanian (Bimas dan Inmas). Tahun 1997 dibentuk Holding BUMN Pupuk di Indonesia dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ditunjuk oleh pemerintah sebagai induk perusahaan. Tanggal 1 Desember 1998, pemerintah menghapus subsidi dan tata niaga seluruh jenis pupuk, baik pupuk yang diproduksi dalam negeri maupun pupuk
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import. Pada tahun 2001 tata niaga pupuk kembali diatur oleh Pemerintah melalui Kepmen Perindag RI No.93/MPP/Kep/3/2001, tanggal 14 Maret 2001, dimana unit niaga PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan atau produsen melaksanakan penjualan pupuk di lini III (kabupaten) sedangkan dari kabupaten sampai ke tangan petani dilaksanakan oleh distributor (BUMN, Swasta, Koperasi). Pada tahun 2003 keluar Kepmen Perindag No.70/MPP/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang tata niaga pupuk yang bersifat rayonisasi dan berarti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tidak lagi bertanggung jawab untuk pengadaan dan penyediaan pupuk secara nasional tetapi dibagi dalam beberapa rayon. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah mengalami dua kali perubahan bentuk badan usaha. Perubahan pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1964 yang mengubah statusnya dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Negara (PN). Perubahan kedua terjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1969 dan dengan Akte Notaris Soeleman Ardjasasmita pada bulan Januari 1970, statusnya dikembalikan ke Perseroan Terbatas (PT). PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berkomitmen untuk memperkuat struktur perekonomian nasional dengan menyelenggarakan pembinaan terhadap sektor usaha kecil dan koperasi agar dapat menumbuhkan minat kewirausahaa n. Diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia nomor 46 tanggal 7 Juni 1960. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang memiliki Kantor Pusat dan Pusat Produksi berkedudukan di Palembang,



Sumatera Selatan, merupakan



produsen pupuk urea pertama di Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil dan industri kecil. Untuk itu, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mewujudkan bantuannya melalui pelatihan, klinik,
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manajemen



dan



pemantauan,



termasuk



penyediaan



teknologi,



jalur



pemasaran/promosi hingga permodalan dan jaminan perbankan. Sudah ada 3.500 unit pengusaha kecil dan koperasi yang telah berhasil dibina dan mandiri. Hal ini yang



kemudian



mengantarkan



PT Pupuk



Sriwidjaja



Palembang



meraih



penghargaan UPAKARTI . Tanggal 7 Desember 1972 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang memperluas pabriknya dengan membangun pabrik baru yaitu PUSRI II yang selesai pada bulan Juli 1974. Kontrak pembangunan dilaksanakan oleh Kellog Overseas Corp dar Amerika dan Tokyo Engineering Corp dari Jepang. Kapasitas PUSRI II sebesar 380.000 ton urea per tahun atau 1.150 ton per hari.Pada tahun 1976, secara berturut turut dibangunlah PUSRI IV dengan kapasitas produksi masing-masing 570.000 ton urea per tahun atau 1725 ton urea per hari dan Amoniak sebanyak 1.000 ton per hari. Pada tanggal



16 Oktober 1963, PT Pupuk Sriwidjaja



Palembang



membangun PUSRI I yang pembangunannya ditangani oleh Morison Knudsen Internasional Contractor Inc. dari Amerika Serikat. PUSRI I ini merupakan pabrik pupuk yang pertama di Indonesia yang mempunyai kapasitas terpasang 300 ton Urea per hari dan 100.000 ton per tahun, serta menghasilkan 180 ton Amoniak per hari. Pada tahun 1964 produksi yang dihasilkan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah mencapai 100,4 % dari target yang ditetapkan.



3.4.



Penyaluran Pupuk Bersubsidi atau PSO PT Pupuk Sriwidjaja Palembang menghasikan pupuk urea untuk memenuhi



kebutuhan sektor pertanian dalam negeri, serta memproduksi amoniak sebagai bahan baku pembuatan urea. Apabila kebutuhan pupuk di sektor pertanian sudah Universitas Sriwijaya



15



terpenuhi maka kelebihan hasil produksi dijual ke sektor industri dan atau diekspor. Pemerintah memberikan penugasan atau Public Servce Obligation (PSO) kepada produsen pupuk untuk memnjam pengadaan dan penyaluran pupuk sampai ke tangan petani. Lokasi rayon penyauran pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Sriwidja Palembang dapat di lihat pada lampiran kedelapan (Lampiran 8). PT Pusri menjamin penyebaran pupuk ke wilayah pemasarannya di Indonesia. Pupuk urea bersubsidi dipasarkan mengacu pada rayonisasi yang diatur oleh PT Pupuk Indonesia selaku induk perusahaan. Daerah penjualan urea bersubsidi meliputi Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa tengah, dan DIY. Pendistribusian hasil produksi pusri mengacu pada prinsip enam tepat yaitu, tepat waktu, tepat jumlah , tepat jenis, tepat tempat. Tepat mutu, dan tepat harga. Tepat waktu mengacu kepada kondisi dimana pupuk scara fisik tersedia pada saat dibutuhkan oleh petani. Tepat jumlah di definisikan sebegai suatu kondisi dimana jumlah dan dosis pupuk yang dibutuhkan petani terpenuhi. Tepat jenis dapat diartikan bahwa jenis- jenis puupuk yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan pupuk petani. Tepat tempat berarti pupuk yang didistribusikan menjangkau tempat tempat yang memang membutuhkan yaitu daerah pertanian sehingga mudah dijangkau petani. Tepat mutu mengacu kepada kualitas pupuk yang dikehendaki pelanggan dalam hal ini petani, sesuai dengan yang dikehendaki. Tepat harga berarti harga pembelian pupuk oleh petani secara kontan di tingkat pengecer resmi paling tidak sama dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh PT Pusri. HET yang sekarang adalah sebesar Rp 1.800,- per Kg. Dengan adanya Perusahaan Induk Pupuk, maka pemerintah menugaska n
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perusahaan induk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) sekarang Pupuk Indonesia untuk menetapkan sendiri wilayah pengadaan dan penyaluran sebagaimana tercantum dalam Permendag No. 17/M-DAG/PER/6/2011 Tanggal 15 Juni 2011 menyatakan bahwa : “Dalam memenuhi kebutuha Pupuk Bersubsidi di dalam negeri, Menter menugaskan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) – Sekarang Pupuk Indonesia (Persero) untuk



melaksanakan



Pengadaan dan Penyaluran



diperuntukan bagi kelompok



Pupuk Bersubsidi



yang



tani dan/atau Petani berbasis kontraktual



antara



Kementrian Pertanian dengan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) –sekarang Puupuk Indonesia (Persero)-.” Banyak produsen yang membuat suatu produk tidak menjual secara langsung produknya kepada konsumen akhir (end user), pertimbangan biaya distribusi



biasanya



mendistribusikanya



menjadi sendirian



faktor



utama



ke konsumen



perusahaan akhir terutama



memilih untuk



tidak wilayah



pemasaran yang belum tercover oleh perusahaan. Diantara produsen dan konsumen ada sekelompok perantara yang menyalurkan produk diantara mereka. Perantara ini sering disebut dengan saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah organisasi – organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produk dan jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Adapun wilayah



tanggung jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk



Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku diterbitkan dalam Surat Direktur Utama PT pupuk Indonesai (Persero) np. U-667/A00000.PS/2012 tangal 9 Mei 2012 perihal penanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan ketentuan mulai berlaku terhitung tanggal 1 Juli 2012 sebagai berikut:



Universitas Sriwijaya



17



Tabel 3.1. Wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. Wilayah Daerah Pengadaan Pupuk Urea Regional I Bersubsidi 1 Jambi Seluruh Kabupaten dan Kota 2 Sumatra Selatan Seluruh Kabupaten dan Kota 3 Bengkulu Seluruh Kabupaten dan Kota 4 Bangka Belitung Seluruh Kabupaten dan Kota 5 Lampung Seluruh Kabupaten dan Kota 6 Banten Seluruh Kabupaten dan Kota 7 DIY Seluruh Kabupaten dan Kota 8 DKI Jakarta Seluruh Kabupaten dan Kota 9 Jawa Tengah I Cilacap, Banyumas, Tegal, Brebes, Kota Tegal, Purbalingga, Banjarnegar a, Kebumen, Purwerjo, Wonosbo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobongan, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Pati, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan (33 Kab/Kota).



3.5.



Uraian Pelaksanaan Kegiatan



Pelaksanaan kerja prekatek di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di jalan Mayor Zen Palembang, berlangsung selama 1 bulan yang dimulai dari tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 17 Juni 2016 Selama magang penulis



ditempatkan



di Departemen Ketenagakerjaan



Hubungan Industrial yang aktivitasnya mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,



menjaadi jembatan bagi



perusahaan dan PT Pupuk Sriwidjaja palembang dan kegiatan Pengadaan dan penagihan biaya Tenaga Kerja Non Organik (TKNO). Adapun uraian kegiatan mahasiswa selama magang, yang diberikan pihak PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut:
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Tabel 3.2. Uraian kegiatan magang periode 16 Mei – 17 Juni 2016 di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 1 16 Mei 2016 - Melapor ke Departemen Diklat PT. Pupuk Sriwidjaja - Pengarahan dari Departemen Humas dan Departemen K3&LH - Membuat Badge/kartu tanda pengenal PT. Pupuk Sriwidjaja 2 17 Mei 2016 - Pengambilan Badge di Kantor Sekuriti PT. Pupuk Sriwidjaja - Perkenalan dengan ruang lingk up Departemen Ketenagakerjaan. - Pengarahan dari Departemen Ketenagakerjaan 3 18 Mei 2016 - Membuat SK (Surat Keputusan) Pensiun 4 19 Mei 2016 - Melakukan pengarsipan SP (Surat Perjanjian) tahun 2015 5 20 Mei 2016 - Melakukan pengarsipan SPK (Surat Perintah Kerja) tahun 2015 6 23 Mei 2016 - Melakukan Pengiriman SK (Surat Keputusan) Pensiun - Menyampaikan berkas tagihan biaya TKNO (Tenaga Kerja Non Organik) daerah & pusat ke bagian keuangan 7 24 Mei 2016 - Mengolah data biaya TKNO (Tenaga Kerja Non Organik) yang akan dikeluarkan dengan nilai fee yang berbeda 8 25 Mei 2016 - Berdiskusi dengan pembimbing magang terkait pengajuan tema laporan magang 9 26 Mei 2016 - Mempelajari Juklak Tata kelola TKNO (Tenaga Kerja Non Organik) Proyek 10 27 Mei 2016 - Mereview jumlah pegawai TKNO (Tenaga Kerja Non Organik) berdasarkan klasifikas i pekerjaan dan departemen 11 30 Mei 2016 - Mengikuti Kegiatan Ruahan dalam rangka menyambuat bulan Ramadhan di Divis i SDM & Umum 12 31 Mei 2016 - Melakukan pengarsipan SP (Surat Perjanjian) tahun 2008 – 2016 13 01 Juni 2016 - Melakukan pengarsipan SPK (Surat Perintah Kerja) tahun 2011 – 2016 14 02 Juni 2016 - Melakukan pengarsipan SK (Surat Keputusan) tahun 2015 15 03 Juni 2016 - Diskusi bersama pembimbing magang terkait pembahasan laporan -
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Tabel 3.2. (lanjutan) 16 06 Juni 2016



-



17



07 Juni 2016



-



18



08 Juni 2016



-



19



09 Juni 2016



-



20



10 Juni 2016



-



21



13 Juni 2016



-



22



14 Juni 2016



-



23 24



15 Juni 2016 16 Juni 2016



-



17 Juni 2016



-



25



3.6.



Mengolah data Angka Kematian Pegawai PT Pusri yang telah pensiun 5 tahun terakhir Memperbaiki rincian data tagihan biaya TKNO (Tenaga Kerja Non Organik) Membuat SK PHK Membuat surat pengiriman paket ke Kantor Perwakilan Jakarta & UPP (Unit Pengantongan Pupuk) Jateng Melakukan pengiriman surat ke PT Pusri kantor perwakilan Jakarta & Jateng Membuat Surat Pengantar tagihan TKNO daerah Penyusunan berkas-berkas pengadaan TKNO Menghitung potongan gaji TKNO yang terlambat Diskusi bersama pembimbing magang terkait isi laporan magang yang telah dibuat. Mereview data pegawai penerima asuransi Inhealth. Menscan data tagihan biaya TKNO daerah. Kegiatan kunjungan dosen pembimb ing magang ke unit kerja magang. Membuat surat pengantar tagihan TKNO. Menscan data tagihan biaya TKNO daerah.



Struktur Organisasi Direktorat Umum PT Pusri Struktur Organisasi Direktorat Umum PT Pusri terlampir pada lampira n



kesembilan (Lampiran 9). Uraian dari struktur organisasi Direktorat Umum di PT. Pupuk Sriwidjaja adalah sebagai berikut :



3.6.1



Direktur Utama Satuan Pengawasan Intern, merencanakan dan mengkoordinasi sumber



daya yang terdiri dari tenaga pemeriksa, informasi dan hubungan baik dengan lembaga / instansi pemerintah yang terkait agar proses pengawasan / pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan optimal, satuan ini terdiri : a. Departemen Pengawas Keuangan
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b. Departemen Pengawas Operasional Sekretaris Perusahaan, merencanakan dan mengkoordinasikan sumber daya yang meliputi tenaga, dana sarana / prasarana serta hubungan baik dengan pihak luar agar kebutuhan informasi dalam rangka pengambilan keputusan baik untuk intern maupun ekstern tersedia dengan akurat dan cepat sekretariat ini terdiri atas dua bagian yaitu : a. Departemen Informasi Bisnis b. Divisi Hukum



3.6.2. Direktur Produksi Direktorat Produksi Merencanakan, mengkoordinasi perencanaan strategi kegiatan bidang operasi dan pemeliharaan produksi sebagai bahan pengambila n keputusan manajemen



agar sasaran/target produksi dicapai sesuai rencana.



Direktorat ini membawahi : a. Departemen operasi pusri b. Departemen tehnik produksi c. Departemen tehnik keandalan dan jaminan kwalitas d. Departemen pemeliharaan



3.6.3. Direktur Komersil Direktorat Komersil Mengkoordinasikan sumber daya yang meliputi sarana/prasarana, informasi dan hubungan baik dengan pihak luar agar kegiatan pemasaran pupuk dapat terselenggara sesuai dengan target dan usaha perdagangan komoditi non



pabrik dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi



perusahaan. Kompartemen ini membawahi :
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a. Divisi Pemasaran b. Divisi Keuangan c. Departemen Penjualan d. Komite GP3K



3.6.4. Direktur Teknik dan Pengembangan Kompartemen mengkoordinasikan peralatan/sarana,



Teknik sumber



informasi



dan Pengembangan daya yang dan hubungan



meliputi



Usaha



Merancang



tenaga



ahli,



dengan pihak



dan



dana, dll.



luar agar dapat



memberikan pelayanan teknis (rancang bangun dan perekayasaan, pemeliharaa n pabrik serta jasa teknik lainnya) baik untuk mendukung kegiatan perusahaan maupun untuk dijual kepada pihak luar.



3.6.5. Direktur SDM & Umum Merancang dan mengkoordinasikan Sumber Daya yang meliputi Dana, Asset Informasi dan hubungan baik dengan pihak luar agar pengendalia n, penerimaan, pengeluaran dan penempatan dana terlaksana dengan hubungan baik serta Jasa Pelayanan Administrasi untuk seluruh karyawan PT. Pusri Palembang, membawahi beberapa Divisi yaitu : 1. Divisi SDM a. Departemen PSDM & Organisasi b. Departemen Ketenagakerjaan c. Departemen Pendidikan & Pelatihan 2. Divisi Umum a. Departemen Sarana & Umum
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b. Departemen Sekuriti c. Perwakilan Pusri Jakarta



3.7.



Struktur Organisasi Divisi SDM dan Umum Struktur organisasi merupakan suatu garis susunan yang menjelaska n



bagian-bagian susunan perusahaan dimana tiap perorangan atau perindividu yang ada pada ruang lingkup perusahaan mempunyai posisi atau perannya masingmasing. Struktur organisasi akan selalu ditemui dalam sebuah perusahaan atau organisasi



dalam



berbagai



skala,



bahkan



menjadi



sesuatu



yang



wajib



dimiliki. Struktur organisasi adalah suatu susunan yang terdiri dari komponenkomponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Didalam suatu perusahaan terdapat berbagai macam sub sub departemen di dalamnya. Dengan adanya sub sub departemen itulah secara otomatis struktur organisasi per sub departemen akan terbentuk. Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan menjadi satu. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisa s ispesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. Struktur organisasi setidaknya harus menggambarkan dan menuangkan aktivitas-aktivitas kunci dalam mendukung pencapaian strategi perusahaan. struktur organisasi pada divisi SDM & Umum yang dapat dilihat pada bagan 3.2. dibawah ini:
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General Manager



Manager Ketenagakerjaan



Manager PSDM & Organisasi



Superintendent Hubungan Industrial Ketenagakerjaan



Superintendent Administrasi Personalia



Staf Hubungan Industrial



Manager Pendidikan dan Pelatihan



Superintendent Perencanaan Remunisasi & Penggajian



Staf Hubungan Industrial



Superintendent Perencanaan Kesejahteraan & Pasca Kerja



Clerk Hubungan Industrial



Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Divisi SDM & Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



3.7.1. Tugas Wewenang & Tanggung Jawab Departemen 1. Identifikasi Nama Jabatan



: Superintendent Hubungan Industrial Ketenagakerjaan



Direktorat



: SDM & Umum



Divisi



: SDM



Departemen



: Ketenagakerjaan



Bagian



: Hubungan Industrial Ketenagakerjaan



Lokasi



: Kantor Pusat Palembang
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2. Tujuan Jabatan Bertanggung jawab atas penyelesaian keluh kesah antara karyawan dengan perusahaan, karyawan dengan karyawan, karyawan dengan keluarga, karyawan dengan pihak luar yang masih ada hubungan dengan pekerjaan, menyiapkan struktur upah dalam penggunaan tenaga kerja non organik atau tenaga kerja borongan dengan pihak kedua,



menangani perkara gugatan-



gugatan karyawan yang di PHK maupun karyawan aktif melalui Pengadila n Negeri, PTUN, Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, dan menyiapka n hal-hal yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja; MPP, Pensiun, PHK karena pelanggaran, PHK karena sakit dan PHK lainnya termasuk perhitunga n dan pembayaran hak-haknya termasuk biaya pindah ke asal melamar (termasuk biaya tiket keluarga, KTP keluarga, pengangkutan barang).



3. Uraian Tugas Berikut merupakan uraian tugas atau Job Description dari Departement Ketenagakerjaan Divisi SDM & Umum: 1.



Mengkoordinir penyiapan seluruh surat keputusan peraturan perusahaan & Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



2.



Mengawasi



dan menyiapkan



penyelesaian



kasus-kasus



pelanggara n



ketenagakerjaan; tata tertib dan disiplin kerja perusahaan untuk dibahas dalam mekanisme bipartit dan Komite Pemutusan Hubungan Kerja. 3.



Mengkoordinir



persiapan rekomendasi sanksi/hukum



kepada Direksi



terhadap karyawan yang terkait kasus. 4.



Mengkoordinir SK DIR yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja & hubungan.
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5.



Menyiapkan Surat Keputusan (SK) yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja; MPP, Pensiun, PHK karena pelanggaran, PHK karena sakit dan PHK lainnya termasuk perhitungan dan pembayaran hak-haknya termasuk biaya pindah ke asal melamar (termasuk biaya tiket keluarga, KTP keluarga, pengangkutan barang) dan memproses SK Pensiun.



6.



Mengkoordinir



penyelesain



keluh



kesal antara



karyawan



dengan



perusahaan, karyawan dengan karyawan, karyawan dengan keluarga, karyawan dengan pihak luar yang masih ada hubungan dengan pekerjaan. 7.



Menyiapkan struktur upah dalam penggunaan tenaga kerja non organik atau tenaga kerja borongan dengan pihak kedua.



8.



Menyiapkan bahan-bahan evaluasi dan pembahasan kontrak (SPK) dengan perusahaan pemborongan pekerjaan (outsourcing) / tenaga kerja non organik yang digunakan oleh tiap-tiap unit kerja dan kontrak-kontrak tenaga bantuan dengan BUMN Pupuk / Pihak Ketiga.



9.



Bersama dengan unit kerja lain menangani perkara gugatan-gugata n karyawan yang di PHK maupun karyawan aktif melalui Pengadilan Negeri, PTUN, Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial.



10. Melakukan evaluasi peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan. 11. Mengurus izin dan pelaporan mengenai urusan yang berkaitan dengan Depnaker. 12. Mengumpulkan dan mengarsipkan data yang berkaitan Tenaga Kerja OutSourcing. 13. Tanggung jawab dan indikator kerja Departemen Ketenagakerjaan, dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini:
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Tabel 3.3 Tanggung jawab dan indikator kerja departemen ketenagakerjaan. Tanggung Jawab Utama



Indikator Kerja







Mengkoordinir penyelesaian kasus-kasus pelanggarang ketenagakerjaan; tata tertib dan disiplin kerja perusahaan







Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan; tata tertib dann disiplin kerja perusahaan







Mengkoordinir hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan Hubungan Kerja; MPP, Pensiun, PHK karena pelanggaran, PHK Karena sakit dan PHK lainnya dan memproses SK Pensiun







Proses dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja; MPP, Pensiun, PHK karena pelanggaran, PHK Karena sakit dan SK pensiun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku







Menyelesaikan keluh kesah keryawan dengan perusahaan, karyawan dan karyawan, karyawan dengan keluarga, karyawan dengan pihak luar yang masih ada hubungan dengan pekerjaan







Terselesaikannya keluh kesah keryawan dengan perusahaan, karyawan dan karyawan, karyawan dengan keluarga, karyawan dengan pihak luar yang masih ada hubungan dengan pekerjaan







Menyiapkan struktur upah dalam penggunaan tenaga kerja non organik atau tenaga kerja borongan dengan pihak kedua







Tersedianya struktur upah dalam penggunaan tenaga kerja non organik atau tenaga kerja borongan dengan pihak kedua







Menyiapkan bahan-bahan evaluasi dan pembahasan kontrak (SPK) dengan perusahaan pemborongan pekerjaan (outsourcing)/ tenaga kerja non organik yang digunakan oleh tiaptiap unit kerja dan kontrakkontrak tengaa bantuan dengan BUMN pupuk / Pihak Ketiga.







Tersedianya bahan-bahan evaluasi dan pembahasan kontrak (SPK) dengan perusahaan pemborongan pekerjaan (outsourcing)/ tenaga kerja non organik yang digunakan oleh tiaptiap unit kerja dan kontrakkontrak tengaa bantuan dengan BUMN pupuk / Pihak Ketiga







Menangani perkara gugatangugatan karyawan yang di PHK maupun karyawan aktif melalu i Pengadilan Negeri, PTUN Pengadilan Perselishan Hubungan Industrial







Perkara gugatan-gugatan karyawan yang di PHK maupun karyawan aktif melalu i Pengadilan Negeri, PTUN Pengadilan Perselishan Hubungan Industrial tertangani dengan baik







Mengevaluasi peraturanperaturan tentang ketenagaakerjaan Mengarsipkan datan yang berkaitan Tenaga kerja Out – Sourcing







Adanya evaluasi peraturanperaturan tentang ketenagakerjaan Data yang berkaitan Tenga Kerja Outsourcing terarsipkan dengan baik.
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3.8.



Pengertian TKNO Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) merupakan pekerja yang bekerja



dilingkungan proyek-proyek pengembangan melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Seluruh pengadaan (recuitment) TKNO dilakukan oleh unit kerja organisasi proyek dibawah kendali Project Manager. Sesuai dengan peraturan pemerintah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan TKNO dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni TKNO borongan dan TKNO Jasa. Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja. Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) Jasa terdiri dari berbagai macam spesifikas i pekerjaan. Namun, dari berbagai macam jenis spesifikasi pekerjaan yang ada perusahaan persero PT. Pusri hanya melakukan pengadaan terhadap 3 jenis sepsifikasi pekerjaan, yakni jasa keamanan (security), jasa angkutan (driver), dan jasa kebersihan (cleaning searvice). 3.8.1. Kebijakan Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan bagi Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) Berdasarkan Juklak tata kelola Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) Proyek PT Pusri sebagai berikut: 1. Seluruh Pengadaan (rekrutmen) TKNO dilakukan oleh unit kerja organisasi proyek dibawah kendali Project Manager. 2. Penggunaan anggaran TKNO dibebankan kepada masing- masing organisasi pelaksana proyek pengembangan. 3. Apabila terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan jasa TKNO dibawah Universitas Sriwijaya
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pengawasan perusahaan tertentu yang ditetapkan peraturan yang berlaku, maka wajib menunjuk perusahaan dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. 4. Klasifikasi dan satuan tarif upah diberikan berdasarkan harga kelayakan atau upah sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku (UMP/UMK/UMS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Manajemen proyek, dalam bentuk daftar upah yang diusulkan oleh Project Control & Adm. Manager dan disetujui oleh Project Manager dan Direktur Pembina/Project Director. 5. Project Manager dan/atau Project Director dapat melakukan pergantian, penolakan atau pengakhiran hubungan kerja terhadap TKNO apabila tidak dapat bekerja dengan baik dan atau melanggar tata tertib dan disiplin Perusahaa n pemberi kerja. 6. Penerimaan TKNO dilakukan dengan semudah dan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan



waktu, kebutuhan dan pekerjaan yang harus segera



dilaksanakan. 7. Penggunaan jasa TKNO menurut jenis kebutuhan terbagi menjadi, sebagai berikut : a. Penggunaan TKNO pekerjaan pendukung Manajemen Proyek. b. Penggunaan TKNO untuk pekerjaan borongan. c. Penggunaan TKNO / Advisor baik yang berstatus Warga negara Indonesia maupun Warga negara Asing. d. Penggunaan TKNO melalui perusahaan jasa konsultan 8. Tata Kelola TKNO untuk pekerjaan pendukung Manajemen Proyek diatur sebagai berikut:
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a. Permintaan kebutuhan jasa TKNO dilingkungan manajemen proyek diajukan oleh User kepada Project Control & Adm. Manajer dan akan diteruskan ke Project Manager untuk mendapatkan persetujuan. b. Kebutuhan TKNO di lingkungan Manajemen Proyek diberikan untuk pekerjaan pendukung dan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan. c. Upah yang diberikan dalam bentuk tarif harian, dengan atau tanpa uang lembur. d. Penentuan klasifikasi TKNO mempertimbangkan hal-hal antara lain: 1. Jabatan atau prangkat terakhir (bagi pensiunan pusri) 2. Pengalaman kerja 3. Tingkat pendidikan 4. Beban dan resiko kerja e. Project Manager memiliki kewenangan dalam menentukan dan menetapkan klasifikasi TKNO f. Pengawasan Pekerjaan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan mengenai kehadiran dan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh TKNO di lingkungan unit kerjanya atau di area lain dimana pekerjaan tersebut dilakukan. g. Pengawasan



pekerjaan



dapat



merotasikan



TKNO



sesuai



dengan



kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan. h. Proses rekrutmen dapat dilakukan dengan cara interview dan melakukan tes lainnya apabila diperlukan. i. Project Control & Adm. Manager dapat mengusulkan pertimbanga npertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai anggaran biaya kepada
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Project Manager mengenai jumlah TKNO, tarif TKNO, klasifikasi TKNO, lembur dan lain-lain yang disesuiakan dengan ketersediaan anggaran untuk TKNO sampai selesainya proyek. 9. Tata Kelola TKNO untuk pekerjaan borongan Manajemen Proyek diatur sebagai berikut ini: a. Kebutuhan TKNO Borongan diberikan untuk pekerjaan proyek-proyek pendukung Manajemen Proyek dalam melaksanakan operasional pekerjaan proyek pengembangan. b. Permintaan



Kebutuhan



TKNO Borongan



diajukan



oleh



User dan



mendapatkan persetujuan Project Manager. c. Permintaan Kebutuhan TKNO Pekerjaan Borongan diajukan bersamaan dengan dokumen pendukung yang diperlukan, yaitu : 1. Surat perintah kerja 2. Jenis pekerjaan 3. Klarifikasi jumlah pekerja 4. Durasi Pekerjaan 5. Biaya-biaya yang timbul d. Setiap user pelaksana pekerjaan borongan wajib membuat Berita Acara Rampung yang ditandatangani oleh masing- masing penanggung jawab pekerjaan. e. Perusaan Penyedia Jasa wajib mengganti biaya kerugian yang ditimbulk a n oleh TKNO apabila dalam penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur dan perintah kerja pengawas pekerjaan sehingga menimbulk a n kerugian.
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10. Tata kelola TKNO sebagai Tenaga Ahli / Advisor diluar daftar upah yang telah disetujui yang berstatus sebagai WNA yang diatur sebagai berikut: a. Kebutuhan akan jasa TKNO Tenaga Ahli dan besarnya traif harian TKNO tenaga ahli diajukan kepada Project Director untuk mendapatkan persetujuan. b. Fasilitas yang dibgerikan kepada Tenaga ahli WNI atau WNA yang tidak berdomisili di Palembangdapat diberikan berupa penginapan (wisma), laundry, makan, transportasi lokal (dari penginapan (wisma) ke tempat kerja (kantor) dan transportasi family visit. c. Pejabat yang ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan adalah Project Manager atau Deputy Project Manager 11. Tata kelola penggunaan TKNO melalui perusahaan konsultan jasa teknik, diatur sebagai berikut : a. Usulan kebutuhan penggunaan perusahaan konsultan jasa teknik diusulk a n kepada Project Director untuk mendapat persetujuan. b. Pengadaan perusahaan konsultan jasa teknik dilakukan sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Proyek terkait yang berlaku. c. Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengawas Pekerjaan adalah Project Manager atau Deputy Project Manager. 12. Evaluasi kebutuhan TKNO harus dilakukan dengan memperhatikan formasi yang ada dan dilakukan secara obyektif sesuai dengan prinsip efisie ns i, efektifitas, transparan dan akuntabel. 13. Syarat-syarat Tenaga Kerja : a. Berbadan sehat, tidak cacat dan tidak mengidap penyakit menular atau berbahaya, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter.
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b. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pihak kepolisian (SKCK). c. Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat. d. Batas umur tenaga kerja yang akan dipekerjakan untuk melaksanaka n pekerjaan adalah minimal berusia 18 tahun. e. Memiliki pengalaman kerja yang baik (bila diperlukan). f. Memiliki sertifikat keahlian (bila diperlukan). g. Dan ketentuan lain sesuai dengan kebutuhan. 14. Perusahaan Penyedia Jasa yang dapat dijadikan mitra perusahaan pemberi kerja adalah perusahaan penyedia jasa yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut : a. Akta Pendirian Perusahaan. b. Berbadan hukum (PT atau Koperasi dari anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pusri (YKKP), Dana Pensiun, Koperasi dan anak perusahaannya). c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak). d. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). e. Susunan Pengurus Perusahaan. f. Memiliki izin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. g. Bukti peserta Jamsostek. h. Surat Keterangan Fiskal (SKF).
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15. Penyiapan/pembuatan surat perjanjian pengadaan TKNO dilakukan oleh staf Project Control & Adm. Manager dan dapat berkoordinasi dengan departemen Hukum. 16. TKNO dapat menyampaikan keluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan komitmen yang dibuat oleh Manajemen Proyek melalui Pengawas pekerjaan. 17. Pemberian jam lembur kepada TKNO diberikan berdasarakan jam kerja rutin proyek atau alasa tambahan jam kerja dikarenakan tidak selesainya pekerjaan atau masih dibutuhkannya TKNO dalam menyelesaikan pekerjaan yang bersifat urgent (diperlukan penyelesaian yang segera/pekerjaan yang tidak/belum dapat diselesaikan dalam jam kerja biasa). 18. Jam Kerja lembur diatur dengan ketentuan yang dapat dilihat pada Tabel 3.4. dan Tabel 3.5. : Tabel 3.4. Lembur kerja rutin No. Hari 1 Senin – Kamis & Sabtu 2 Jumat



Tabel 3.5. Lembur kerja non rutin No. Hari 1 Senin – Kamis & Sabtu Minggu, hari libur 2 Nasional atau hari yang diliburkan oleh Pemerintah



Waktu lembur 16.30 WIB – 18.00 WIB 17.00 WIB – 18.00 WIB



Waktu lembur >18.00 WIB 07.30 – Perintah lembur selesai; atau pada jam tertentu



Surat Perintah Kerja lembur rutin direkap untuk pelaksanaan lembur kerja rutin untuk 1 (satu) bulan yang sudah dijalani sebagai dasar pemberian upah kerja lembur.
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19. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu TKNO, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan. b. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali dapat dibuat untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat dilakukan Addendum Perpanjangan 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga



puluh)



hari



setelah



berakhirnya



Addendum



perpanjanga n



sebagaimana dimaksud, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dapat dilihat pada Tabel 3.6. Tabel 3.6. Perjanjian kerja waktu tertentu PKWT Pertama Kali Addendum Masa Jeda 1 s/d 24 bulan Paling 30 hari Lama 12 (dua belas) bulan



Pembaharuan Paling lama 24 (dua puluh empat) bulan



c. Setelah berlakunya Juklak ini terhadap PKWT yang sudah berjalan agar dapat menyesuaikan setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara Manajemen dengan Tenaga Kerja Non Organik. 20. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja : a. TKNO yang dipekerjakan wajib diikutsertakan dalam program Jamina n Sosial Tenaga Kerja (Jamostek) melalui Program Badan Penyelenggar a Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jamina n Sosial (BPJS) Kesehatan dengan besaran iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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b. Program jaminan sosial tenaga kerja disesuaikan dngan kebutuhan dan efektifitas program yang diikuti dengan kata lain apabila sudah mengik uti salah satu program/sudah dijaminkan tidak diikutsertakan pada program yang sama. 21. Pemberian Cuti: a. Pemberian cuti dimaksudkan untuk memberikan kesempatan TKNO untuk beristirahat dengan tetap memberikan upah kerja (tanpa uang makan dan transportasi) selama menjalani cuti di hari kerja. b. Pelaksanan cuti tahunan diberikan setelah pekerja menjalani PKWT tahun pertama c. Pelaksanaan cuti tahunan dapat dilaksanakan pada PKWT tahun kedua atau addendum perpanjangan selama 12 (dua belas) hari kerja dan dilaksanaka n maksimal 3 (tiga) kali dengan jeda waktu yang disetujui oleh Manager Proyek d. Pelalsanaan cuti dapat diberikan untuk cuti-cuti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. 22. Pemberian Pesangon a. Pesangon dapat diberikan dengan opsi: b. Pada akhir PKWT; atau c. Pada akhir



masa PKWT (termasuk



Addendum



Perpanjangan



dan



pembaharuan) yang dihitung berdasarkan akumulasi masa kerja PKWT awal sampai dengan tidak adanya hubungan kerja (tidak dipekerjakan kembali) d. Pemberian pesangon yang diberikan terhadap pegawai Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) dapat dilihat pada uraian Tabel 3.7.
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Tabel 3.7. Pemberian pesangon TKNO No. Masa Kerja 1 Kurang dari 1 tahun 2 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 3 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun



Pesangon 1 bulan 2 bulan 3 bulan



e. Upah pesangon diberikan dengan perhitungan 30 (tiga puluh) kali upah harian (tanpa lembur, tanpa bantuan uang makan dan tanpa bantuan uang transport). f. Pesangon tidak diberikan apabila : 1. TKNO terkena sanksi berupa pengakhiran PKWT (karena melakuka n kesalahan) sebelum jangka waktu PKWT berakhir secara sepihak oleh Manajemen Proyek. 2. TKNO mengundurkan diri sebelum berakhirnya PKWT. 23. Pemberian Tunjangan Hari Raya a. Pemberian Tunjangan Hari Raya diberikan kepada TKNO dengan masa kerja terus menerus selama 12 bulan berturut-turut. b. TKNO yang belum genap 12 bulan berturut-turut



diberikan



secara



proporsional, dengan minimal masa kerja 3 (tiga) bulan. c. Perhitungan fasilitas kerja tetap diperhitungkan secara terus-menerus selama menjalankan PKWT pada tahun berjalan pada saat pemberian THR, namun tetap bekerja pada Manajemen Proyek yang sama. 24. Pemberian Fasilitas Perjalanan Dinas a. Pemberian fasilitas perjalanan dinas diberikan sesuai dengan kepangkatan/ jabatan yang dituangkan dalam PKWT masing- masing TKNO dengan tarif harian tetap diberikan.
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b. Tarif harian tidak debrikan kepada TKNO yang melaksanakan perjalnan dinas apabila: 1. Hari keberangkatan atau hari kepulangan pada saat melaksanaka n perjalanan dinas 2. Jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur naasional dan tidak melanjutkan/melaksanakan pekerjaan pada hari-hari libur sebagaima na tersebut pada saat melaksanakan perjalanan dinas. 3. Melaksanakan dinas untuk keperluan training/wrokshop/seminar dan/atau hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan proyek. 25. Perlindungan Tenaga Kerja (Jaminan Hari Tua, Jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian). a. Perlinduangan tenaga kerja untuk program kesehatan wajib diikutkan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. b. Perlindungan



tenaga kerja untuk



program jaminanhari



tua, jamina n



kecelakaan kerja dan santunan kematian wajib diikutkan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. c. Pembayaran iuran BPJS sebagaimana tersebut tidak boleh lebih kecil dari Upah Minimum Kota (UMK), dengan perhitungan 22 x (kali) tarif harian apabila menggunakan tarif harian atau upah bulanan (gaji pokok) bila menggunakan upah bulanan. 26. Pemberian sanksi terhadap TKNO dapat dilakukan apabila TKNO melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengambil dan / atau mengeluarkan barang sebagian atau seluruhnya, milik perusahaan atau milik orang lain di tempat kerja maupun di lingkunga n
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Perusahaan tanpa izin dari perusahaan atau orang yang mempunyai hak atau yang diberi kuasa atas barang tersebut. b. Melakukan perbuatan curang dengan cara melakukan tindakan manipulas i dan



menyalahgunakan



kewenangan



demi



untuk



kepentingan



dan



memperkaya diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. c. Berkelahi,



meminum-minuman



keras, melakukan



perjudian



dan/atau



membawa, mngedarkan/memperdagangkan, memiliki, memakai obat-obat terlarang/ narkotika/ psikotropika di lingkungan tempat kerja perusahaan. d. Menyalahgunakan,



merusak,



menelantarkan,



memindahtangank a n,



menghilangkan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja terhadap barangbarang inventaris dan/atau dokumen perusahaan yang dapat merugik a n perusahaan. e. Melakukan



perbuatan



yang



mengganggu



ketertiban



umum



masyarakat/pekerja lainnya, sehingga membuat resah lingkungan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahan. f.



Memprovokasi pekerja lain untuk tidak melaksanakan pekerjaannya, melakukan sabotase, dan/atau perbuatan lain yang dapat disamakan dengan itu, sehingga dapat merugikan perusahaan.



g. Menghina mengancam dan/atau melakukan tindak kekerasan kepada atasan, bawahan maupun teman sekerja. h. Menyalahgunakan, menjual,



membeli,



merusak, menghilangkan dengan sengaja, memilik i, menggadaikan,



menyewakan,



atau meminjamk a n



dari/kepada pihak ketiga atas barang-barang, dokumen, uang atau surat-surat berharga milik perusahan secara tidak sah.
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i.



Dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan pada dirinya atau pada diri orang lain di lingkungan perusahaan.



j.



Melakukan kecerobohan yang mengakibatkan kecelakaan/cacat pada diri orang lain di lingkungan perusahaan.



k. Membongkar dan / atau membocorkan rahasia Perusahaan dan / atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. l. Menerima sesuatu pemberian yang diketahui atau patut dapat diduga bahawa pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan cari pekerja yang bersangkutan. m. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. n. Meminjamkan, menyerahkan kendaraan dinas kepada orang lain yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan atau tanpa izin perusahaan. o. Melalaikan kewajiban dan / atau melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan. p. Tidak masuk kerja tanpa alasan dan ijin atasan (alpa). q. Meninggalkan tempat kerja tanpa alasan dan / atau meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan. r.



Melakukan tindak pidana selain butir-butir diatas.



27. Pemberian sanksi terhadap TKNO diberikan dengan memberikan



Surat



Peringatan secara berturut-turut antara lain Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III dan Pemutusan Hubungan Kerja.
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28. Pemberian Surat Peringatan dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan dan dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja apabila melakukan kesalahan yang berulang-ulang/kesalahan berat yang berakibat sanksi pidana. 29. Pemberian sanksi/hukuman tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan usaha korektif dari Pengusaha. Agar Pekerja dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari namun apabila tidak ada perbaikan dapat dilakukan pemutusan huibungan kerja.



3.8.2. Perusahaan Penyedia Jasa TKNO Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.101 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan. Syarat menjadi perusahaan penyedia jasa itu sendiri pointnya sebagai berikut : 1. Perusahaan wajib memiliki izin operasional dari instensi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan



di kabupaten/kota sesuai domisili



perusahaan penyedia jasa pekerja. 2. Untuk mendapatkan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja perusahaan menyampaikan permohonan dengan melampirkan salinan pengesahan sebagai badan hukum berbentuk perseorangan terbatas atau koperasi, salinan anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa pekerja, salinan SIUP, salinan wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.
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3. Memiliki izin operasional yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 4. Jika perusahaan



penyedia jasa pekerja memperoleh



pekerjaan dari



perusahaan pemberi pekerjaan, kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja dari perusahaan jasa. Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan hubungan



kerja yang terjadi adalah antara



perusahaan penyedia jasa dengan pekerja yang diperkerjakan perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja, penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa bersedia menerima pekerja di perusahaan penyedia jasa pekerja sebelumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja. 5. Perjanjian seperti di atas harus didaftarkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan



kabupaten/kota tempat perusahaan



penyedia jasa pekerja melaksanakan pekerjaan. 6. Jika perusahaan penyedia jasa pekerja melaksanakan pekerjaan pada perusahaan pemberi kerja yang berada dalam wilayah lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, pendaftaran dilakukan pada instans i yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi. 7. Jika perusahaan penyediaan jasa pekerja melaksanakan pekerjaan pada perusahaan pemberi kerja yang berada dalam wilayah lebih dari satu
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provinsi,



pendaftaran dilakukan pada Direktorat Jendaral Pembinaan



Hubungan Industrial. 8. Pendaftaran perjanjian kerja harus melampirkan draft perjanjian kerja. 9. Pendaftaran perjanjian kerja dilakukan oleh pejabat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan menerbitkan bukti pendaftaran. 10. Jika perusahaan penyedia jasa pekerja tidak mendaftarkan perjanjian penyedia jasa pekerja, instansi yang bertanggung



jawab di bidang



ketenagakerjaan mencabut izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja. 11. Jika izin operasinal dicabut, hak-hak pekerja tetap menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja yang bersangkutan. Dari syarat-syarat di atas, dapat diketahui bahwa pekerja yang bekerja pada perusahaan penyedia pekerja memiliki posisi yang lemah. Pekerja kontrak hanya memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia pekerja. Padahal pekerja kontrak tersebut menjalankan semua pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Pekerja kontrak harus menanggung dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap



perusahaan



penyedia



jasa pekerja serta tanggung



jawab untuk



menyelesaikan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja. Selain itu, pekerja tidak tahu berapa upah yang sebenarnya ia terima perbulan, karena perusahaan pemberi kerja membayar upah kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Kemudian perusahaan penyedia tenaga kerja memberi upah kepada pekerja kontrak. Oleh karena itu, pekerja kontrak disarankan harus memperhatikan secara cermat mengenai isi perjanjian.
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Hal-hal diatas adalah gambaran tentang perusahaan Outsourcing pada umumnya.



Tapi ada pula



perusahaan



penyedia



jasa tenaga kerja yang



pengimplementasiannya sedikit berbeda. Seperti Head Hunting yang dalam sistem penempatan dan penggajiannya lebih terbuka dan tidak memberatkan si pekerja. Berikut ini merupakan daftar nama perusahaan penyedia jasa Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) bagi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dapat dilihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7. Daftar nama perusahaan penyedia Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) di PT Pusri. No. Nama Perusahaan 1 PT Sri Varia Wisata 2 PT KOPSRI 3 PT Sri Purna Karya 4 PT Sri Metriko Utama 5 PT Sri Karya Anekatama 6 Koperasi Karyawan Pusri (KKP) 7 PT Sri Tugu Muda 8 PT SIMS Service Internasional 9 PT Sriwidjaja Makmur Sejahtera 10 PT Makmur Sejahtera Jejama 11 PT Narendra Dewa Yoga 12 PT Niaga Makmur 13 PT Ceve Sinar Bintan Sentosa 14 PT Bersih Jaya 15 PT Wira Buana Arum 16 PT Sahara Outsourcing Security 17 PT Wijaya Mandiri Sejahtera 18 PT Bersama Kita Mandiri 19 PT Weri Pratama



3.8.3. Alur Pengadaan TKNO Gambar Alur Pengadaan Tenaga Kerja Non Organik terdapat pada Lampiran kesepuluh (Lampiran 10).
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3.8.4. Prosedur Pengadaan Jasa & Borongan Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) Untuk melakukan pengadaan jasa & Borongongan TKNO perlu adanya tahapantahapan proses yang harus dipenuhi, dan dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 1. Pada



tahap



pertama



pengadaan



TKNO,



masing- masing



unit



kerja



menyampaikan kebutuhan Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 2. Pada tahap kedua, setelah masing- masing unit kerja menyampaikan kebutuhan tenaga Kerja Non Organik (TKNO), selanjutnya permintaan kebutuhan TKNO akan dievaluasi oleh Departemen PPSDM dan Org. Hasil keputusan Departemen PPSDM & Org. akan menentukan lanjut atau tidaknya kegiatan pengadan TKNO 3. Langkah Ketiga, setelah mendapat persetujuan dari Departemen PPSDM & Org. Departemen Ketenagakerjaan (Hubungan Industrial) akan menyiapkan daftar nama perusahaan penyedia TKNO, serta segera menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang kemudian akan diserahkan ke Departemen Pengadaan Jasa. 4. Langkah keempat, setelah Mendapat daftar nama-nama perusahaan dan HPS kemudian Departemen Pengadaan Jasa melakukan lelang/tunjuk langsung terhadap perusahaan penyedia Jasa TKNO. Sistem lelang dilakukan apabila biaya pengadaan jasa dan borongan TKNO bernilai lebih dari Rp 500.000.000,. Sedangkan sistem tunjuk langsung digunakan apabila biaya pengadaan Jasa dan Borongan TKNO bernilai lebih kecil dari Rp 500.000.000. sistem tunjuk langsung ini juga diutaman bagi perusahaan-perusahaan penyedia jasa yang telah memiliki kualifikasi baik serta modal yang cukup. Hal ini dikarenakan Universitas Sriwijaya
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sistem pembayaran biaya Jasa dan Borongan TKNO yang lebih dahulu dibayarkan oleh perusaahan penyedia jasa setiap bulannya , lalu kemudian perusahaan tersebut melakukan penagihan biaya terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Palembang baik kantor pusat maupun daerah. Selain melakukan pelelangan atau tunjuk langsung, Departemen Pengadaan Jasa juga akan membuat draft Surat Perjanjian Borongan/Jasa Tenaga Kerja Non Organik (TKNO). Draft SP berisi semua kesepakatan dari kedua pihak yang saling bersangkutan. 5. Langkah kelima, Draft SP yang telah dibuat kemudian di review kembali oleh bagian



Hubungan



Industrial



Departemen



Ketenagakerjaan.



Selanjutnya



Departemen Ketenagakerjaan juga melakukan persiapan dokumen-dokume n terkait pengadaan Jasa Borongan Tenaga Kerja Non Organik (TKNO). Adapun kelengkapan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: a. Upah Minumum Kerja (UMK) / Upah Minumun Pokok (UMP) b. Surat evaluasai dari Departemen PPSDM c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) d. Surat Izin Prinsip e. Term Of Reference (TOR) f. Undangan aanwijzing g. Berita Acara (BA) aanwijzing h. Surat permintaan penawaran i. Berita Acara (BA) negosiasi j. Surat pengumuman pemenang k. Surat penunjukan pemenang
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6. Langkah keenam, Setelah persyaratan telah di penuhi maka penyedia jasa akan menyediakan Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) yang kemudian akan berkerja pada unit kerja masing-masing. Selain memberikan perkerjaan bagi Tenaga Kerja Non Organik, unit kerja juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Non Organik (TKNO).



3.8.5. Realisasi Jumlah TKNO (Periode Januari – April 2016) Daftar rekap realisasi jumlah Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) periode Bulan Januari – Bulan April terdapat pada Lampiran kesebelas (Lampiran 11).
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BAB IV PENUTUP 4.1.



Kesimpulan Dari hasil kegiatan magang ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai



berikut : 1.



PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) yang merupkan salah satu Badan Milik Usaha Negara (BUMN)



2.



Divisi SDM dibagi menjadi 3 Departenen yaitu Departemen PPSDM & Organisasi, Departemen Ketenagakerjaan dan Departemen Pendidikan dan Pelatihan. Departemen Ketenagakerjaan memiliki 4 bagian yaitu Hubunga n Industrial



Ketenagakerjaan,



Perencanaan



Remunerasi



&



Penggajia n,



Perencanaan Kesejahteran & Pasca Kerja, serta Administrasi Personalia. 3.



Bagian Hubungan Industrial bertanggung jawab atas penyelesaian keluh kesah antara karyawan dengan perusahaan, karyawan dengan karyawan, karyawan dengan keluarga, karyawan dengan pihak luar yang masih ada hubunga n dengan pekerjaan, menyiapkan struktur upah dalam penggunaan tenaga kerja non organik atau tenaga kerja borongan dan jasa dengan pihak kedua.



4.



Prosedur Operasional Baku (POB) merupakan sebuah aturan prosedural yang menjadi kerangka acuan tatacara dan alur kegiatan pengadaan Tenaga Kerja Non Organi (TKNO) bagi PT Pupuk Srwidjaja Palembang baik kantor pusat maupun daerah.



5.



Putunjuk Pelaksanaan (Juklak) merupakan sebuah pedoman dan aturan dalam melaksanakan kegiatan bisnis perusahaan. Juklak merupakan penjelasan detail Universitas Sriwijaya 47
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dari Prosedur Operasional baku (POB). Juklak berisi tentang Prosedur rinci masing- masing kegiatan yang disusun berdasarkan POB. 6.



Dalam Kegiatan Pengadaan Tenaga Kerja Non Organi (TKNO) Jasa dan Borongan Departemen Ketenaga kerjaan berperan dalam upaya pengadaan TKNO serta memeriksa kelengkapan dokumen pengadaan TKNO



4.2. Saran Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilakukan, adapun saran yang diberikan adalah sebaiknya format surat/dokumen persyaratan pengadaan Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) sebaiknya diubah menjadi 1 format surat yang sama. Format surat yang berbeda akan menyulitkan pegawai dan membutuhka n waktu yang lebih



lama untuk



melakukan



pengumpulan



dan pengecekan



kelengkapan berkas pengadaan Tenaga Kerja Non Organik (TKNO). Oleh karena itulah dengan adanya format surat yang sama, diharapkan dapat mempermuda h pekerjaaan serta mengefisienkan waktu yang dipergunakan. Selain itu, surat-surat perjanjian yang telah dibuat sebaiknya dibuatkan database berdasarkan jenis perusahaan, jenis borongan (jasa/borongan) dan periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan karyawan dalam mengakses surat perjanjian dan merapikan pengarsipan.
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